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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan 

suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu 

negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam 

jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi 

yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah 

sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan 

dan keterampilan mereka.  

 Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan 

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan 

jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

Karena pada dasarya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada 

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi 

yang dimiliki oIeh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor 

produksi juga akan meningkat.  

 Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa 

riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada 

tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami 
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pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari 

pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. 

2.1.1    Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

 Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni 

faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah 

faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari 

perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada 

empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain 

sebagai berikut:  

a. Sumber  Daya Alam 

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam 

pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti 

kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, 

iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber 

daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam 

tidak akan membangun dengan cepat. 

b. Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. 

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam 

kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan 

membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para 

wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam 

ketidakpastian. Wiraswastawan bukanla manusia dengan kemampuan 

biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan 

orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswasrawan tidak perlu 

seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan 

(inovasi). 

c. Akumulasi Modal 

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di 

reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal 

ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. 

Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk 

barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output 

nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal 

merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan 

penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak 

hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. 
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Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan 

teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam 

produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber 

alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi 

kemajuab ekonomi. 

d. Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan 

dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil 

teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan 

produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi. 

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya 

membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya 

membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan 

perbaikan kemampuan  produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien 

dari sebelumnya. 

 Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling 

mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi 

seperti faktor sosial, budaya,  dan politik juga memiliki arti penting didalam 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2015 ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi diantaranya sebagai berikut: 

a. tingkat ketergantungan pada sektor primer 

b. peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 

c. pembangunan infrastruktur 

d. kualitas sumber daya manusia 

e. tabungan masyarakat 

f. belanja pemerintah daerah 

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Sukirno (2011: 335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi 

pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut: 

1. Teori Sollow Swan 

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo 

Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang 

sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi 

bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi 

(penduduk, tenaga kerja,akumulasi modal) dan tingkat kemajuan 

teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan 

berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi 

modal dan kemajuan teknologi. 
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2. Teori Harrod-Domar 

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes 

mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga 

kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar 

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (steady 

growth). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan 

barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan 

secara penuh. 

b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan 

sektor perusahaan. 

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan 

besarnya pendapatan nasiona, berarti fungsi tabungan dimulai 

dari titik nol. 

d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save 

= MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-

output (capital output ratio = COR) dan rasio antara 

pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = 

ICOR) 

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan 

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya 

untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, 

material) yang rusak. Namun demikian, uuntuk menumbuhkan 

perekonomian tersebut diperlukan invesatsi-investasi baru sebagai 

tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan 

ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan 

output total (Y), misalnya jika Rp 3,00 modal diperlukan untuk 

mengahsilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka setiap 

tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan 

mengakibatkan kenaikn output total sesuai dengan rasio modal-

output tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita kenal dengan 

istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1. 

3. Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan 

dalam  bahasa inggris dengan judul The Theory of Economic 

Development.  Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya 

tentang proses  pembangunan dan faktor utama yang menentukan 

pembangunan dalam bukunya Business Cycle. Menurut 

Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh 

inovator atau wiraswasta (entrepreneur). Dia juga mengemukakan 

bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan produk baru. 

b. Memperkenalkan cara berproduksi baru. 
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c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi. 

d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. 

e. Pembukaan pasar-pasar baru. 

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto 

 Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.  

Menurut  Rahardja dan Manurung (2008:67) “PDRB didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi 

dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah 

dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi 

penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar 

harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data 

PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi 

struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung besaran 

pendapatan per kapita.  

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada 

periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB 

harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB 

mencakup: 

1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.   

2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.  

3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri. 
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2.2 Belanja Daerah 

 Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran 

belanja dan pembiayaan. APBD menggambarkan hak-hak dan kewajiban 

pemerintah. Hak tersebut bersumber dari pendapatan pemerintah sedangkan 

kewajiban ialah bersumber dari belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran tersebut dapat berupa 

pembangunan berbagai fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan umum.  

 Menurut Halim (2012:73) mengemukakan bahwa “Belanja daerah 

merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periodeakuntansi dalam 

bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang 

mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan 

distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut PSAP No 2 

menyatakan bahwa “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 

Tahun 2011 “belanja daerah dapat di definisikan sebagai kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih” 

 Jadi dapat disimpulkan belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah 

dari rekening kas umum negara/daerah yang dapat mengurangi kekayaan bersih 

atau ekuitas dana pemerintah. 

2.2.1 Klasifikasi Belanja Daerah 

1. Klasifikasi Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Secara umum menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Negara maupun 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), belanja dibedakan menjadi: 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
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1) Belanja Operasi 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemeritah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

Belanja operasi ini meliputi:  

 Belanja Pegawai 

 Belanja Barang 

 Belanja Bunga 

 Belanja Subsidi 

 Belanja Hibah 

 Belanja Bantuan Sosial 

2) Belanja Modal 

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode 

akuntansi. Belanja modal meliputi: 

 Tanah 

 Gedung dan bangunan 

 Peralatan dan mesin 

 jalan, irigasi dan jaringan 

 Aset tidak berwujud 
3) Belanja Tak Terduga/ Belanja Lain-lain 

4) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah pusat/daerah.  

5) Belanja transfer 

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke 

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 

pemerintah pusat dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
 

Selain itu terdapat klasifikasi belanja daerah menurut PP 71 Tahun 2010 

yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut 

fungsi terdiri dari dua jenis: 

a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan 

manajerialpemerintahan daerah; 

b) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk   

tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan 

keuangan negara. Yang meliputi: belanja fungsi pelayanan umum, 

fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, 

fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan 

pemukiman, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi 

agama, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial. 
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2. Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja dibedakan menjadi: 

1) Belanja Langsung 

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Belanja langsung meliputi: 

 Belanja pegawai 

 Belanja barang dan jasa 

 Belanja modal 
2) Belanja Tidak langsung 

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Belanja tidak langsung meliputi: 

 Belanja pegawai 

 Belanja bunga 

 Belanja subsidi 

 Belanja hibah 

 Belanja bantuan sosial 

 Belanja bagi hasil 

 Belanja bantuan keuangan 

 Belanja tak terduga 

2.2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah 

 Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil 

keputusan mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari 

setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 

antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Apabila pemerintah 

telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.Berikut  macam-macam teori 

pengeluaran pemerintah menurut Sukirno (2011: 240) yaitu sebagai berikut: 

1. Model Perkembangan Pengeluaran Pemerintah oleh Rostow dan 

Musgrave 

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-

tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 

menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab 

pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti 

misalnya  pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan 
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sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi,investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan 

investasi-investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan 

pemerintah  tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan 

swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, 

dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa 

publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain 

itu pada tahap ini, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya 

hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan 

semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah 

harus turun  tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari 

polusi itu  terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi 

buruh yang  berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu 

proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP 

semakin besar dan  persentase investasi pemerintah dalam persentasi 

terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih 

lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas 

pemerintah beralih  dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk 

aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program 

pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 

2. Teori Adolf Wagner 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap 

GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara 

Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner 

mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi 

dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam 

pengertian  pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila 

yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah 

secara relatif sebagaimana teori musgrave, maka hukum Wagner adalah 

sebagai berikut: “Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan 

perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan 

meningkat”. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya 

perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan 

industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit 

atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan 

pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 

hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.Hukum 

Wagner dapat dirumuskan  sebagai berikut: 
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 Keterangan: PkPP = Pengeluaran Pemerintah per Kapita 

         PPK = Pendapatan per Kapita 

          1,2,..,n =  Jangka waktu (tahun) 

 
              Sumber: Sukirno,2011 

Gambar 2.1 

Grafik Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner 

 

Kurva diatas menunjukkan secararelatif peranan pemerintah semakin 

meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori 

yang disebut Organic Theory Of State yaitu teori organis yang 

menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas 

dari masyarakat lain. 

3. Teori Peacock Wiseman 

 Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori 

 mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori 

 mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa 

 berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak 

 suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran 

 pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan 

 Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan 

 Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat 

 mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

 masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan 

 oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi 

 masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk 

 membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu 

 tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan 
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 ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan 

 pajak secara semena-mena. 

2.2.2   Hubungan Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand / AD) 

adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran 

pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengualaran 

pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat 

kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif 

terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti 

terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan.

 Menurut Samuelson dan Nordhaus (2013: 56) “ada empat faktor sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya 

manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi”. 

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal 

melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. 

Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social 

overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC 

ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai 

fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak 

berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik 

ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. 

Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk 

membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. 

Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan 

ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan 

keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan (Alliasuddin dan 

Dawood, 2008). 



22 
 

2.3   Kerangka Pemikiran 

 Menurut Sugiyono (2014:88) “Kerangka Pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah di identifikasi sebagai masalah yang penting”. Pada penelitian ini belanja 

operasi dan belanja modal sebagai X1 dan X2 secara signifikan akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y baik secara parsial 

maupun simultan.Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 

suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, 

bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada 

peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternativ dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa, diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin 

meningkat (Yunan, 2009).  

 Pertumbuhan ekonomi tentu saja sangat berkaitan erat dengan belanja 

daerah, Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan 

potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan 

kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 

No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, klasifikasi belanja 

daerah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu; belanja operasi dan belanja 

modal. Belanja operasi adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja 

pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan 

keuangan. Sedangkan Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. 

 Berdasarkan teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan 

regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya 

adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah 

merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

perekonomian daerah (Gathama, 2011). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor 

publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi 
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dalam jangka panjang (Sodik, 2007). Untuk memperjelas pernyataan di atas maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

  

  

                 H1 

 

  

         H2 

 

                     H3 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

2.4  Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

1.  Norista 

Gathama 

Putra (2011) 

Pengaruh Belanja 

Modal dan 

Belanja Operasi 

Terhadap Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja modal 

dan belanja 

operasi 

1. Belanja modal 

dan belanja 

operasi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

2.  Sri Endang 

Rahayu 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Sumatera Utara 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

1. Pengeluaran 

aparatur 

pemerintah dan 

pelayanan 

publik 

berpengaruh 

positif 

Belanja Operasi (X1) 

Belanja Modal (X2) 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) 



24 
 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

pengeluaran 

aparatur 

pemerintah 

dan pelayanan 

publik 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Siska 

Anggraini 

Putri (2014) 

Pengaruh Belanja 

Daerah dan 

PMDN Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Jawa 

Timur 

Variabel 

Dependen : 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja 

Daerah dan 

PMDN 

1. Belanja Daerah 

Berpengaruh 

Signifikan 

terhadap 

pertubuhan 

ekonomi 

2. PMDN tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

4. Tommy Prio 

Haryanto 

(2013) 

Pengaruh 

pengeluaran 

pemerintah 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2007- 2011 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja 

langsung dan 

belanja tidak 

langsung 

1. terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

belanja 

langsung dan 

tidak langsung 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Agus 

Bagianto 

(2015) 

Pengaruh Belanja 

Daerah Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Implikasinya 

Terhadap PAD 

(Studi E pada 

Kota dan 

Kabupaten di 

Jawa Barat). 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

VariabelIndepe

nden: Belanja 

Modal, Belanja 

Operasi 

 

Variabel 

Intervening: 

Pendapatan 

Asli Daerah 

1. Tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

belanja operasi 

terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

belanja modal 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Tidak terdapat 
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No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel Hasil 

pengaruh yang 

signifikan 

belanja operasi 

dan belanja 

modal secara 

simultan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

pertumbuhan 

ekonomi 

terhadappendap

atan asli daerah. 

6. Anasmen 

(2009) 

Pengaruh Belanja 

Modal 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 

2000-2006. 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja Modal 

1. Tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

belanja modal 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

 

Sumber: Diolah peneliti 

 

2.5    Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

Belanja operasi adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelanggaraan 

aktivitas pemerintah sehari-hari, namun tidak dapat meningkatkan aset untuk 

pemerintah. Belanja operasi pada dasarnya berlaku untuk satu tahun periode 

anggaran. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah 

melakukan pengeluaran belanja operasi. Apabila pemerintah baik dalam 

mengelola pembelanjaan untuk pemerintah daerah maka dapat diartikan 

pemerintah semakin baik memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik 

yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gathama (2011) menunjukkan hasil 

bahwa belanja operasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan penelitian Bagianto (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

karena hal tersebut berkaitan dengan produktifitas, ia menyatakan bahwa hanya 

belanja yang produktif yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi.Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Belanja Operasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2.5.2 Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi 

Belanja modal adalah Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan 

oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat 

dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2009:67). 

Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat 

mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. 

Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka 

nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2015) 

pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar 

pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Norista Gathama Putra (2011) 

menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Anasmen (2009) menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi dikarenakan alokasi belanja modal lebih banyak di 

alokasikan pada transportasi.Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 = Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2.5.3 Pengaruh belanja operasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

Belanja operasi dan belanja modal merupakan salah satu komponen 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun belanja operasi 

tidak memberikan dampak secara langsung seperti halnya dengan belanja modal, 
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akan tetapi diharapkan multipliernya yang akan berdampak pada kemajuan 

ekonomi. 

 Senada dengan penelitian Gathama (2011) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara belanja operasi dan belanja modal secara 

bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Landasan teoritis diatas 

menghasilkan hipotesis sebagai berikut: 

H3 =  Belanja Operasi dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap  

 pertumbuhan ekonomi. 


